
 
 

PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

 
 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  23 TAHUN 1992  

TENTANG 

 KESEHATAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 
Menimbang  : a. bahwa kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum 

harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 
1945 melalui pembangunan nasional yang berkesinambungan 
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; 

  b. bahwa pembangunan kesehatan diarahkan untuk mempertinggi 
derajat kesehatan, yang besar artinya bagi pengembangan dan 
pembinaan sumber daya manusia Indonesia dan sebagai modal bagi 
pelaksanaan pembangunan nasional yang pada hakikatnya adalah 
pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan 
seluruh masyarakat Indonesia; 

  c. bahwa dengan memperhatikan peranan kesehatan di atas, 
diperlukan upaya yang lebih memadai bagi peningkatan derajat 
kesehatan dan pembinaan penyelenggaraan upaya kesehatan secara 
menyeluruh dan terpadu; 

  d. bahwa dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat 
sebagaimana dimaksud butir b dan butir c, beberapa 
undang-undang di bidang kesehatan dipandang sudah tidak sesuai 
lagi dengan kebutuhan dan tuntutan pembangunan kesehatan; 

  e. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, perlu 
ditetapkan Undang-undang tentang Kesehatan; 
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Mengingat  : Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; 

 
Dengan persetujuan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
 

MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan  : UNDANG-UNDANG TENTANG KESEHATAN. 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan : 

1. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial 
yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial 
dan ekonomis. 

2. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan 
meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan 
atau masyarakat. 

3. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri 
dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau 
keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk 
jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya 
kesehatan. 

4. Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk 
menyelenggarakan upaya kesehatan. 

5. Transplantasi adalah rangkaian tindakan medis untuk 
memindahkan organ dan atau jaringan tubuh manusia yang 



 
 

PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

 
-  3  - 

 
 

berasal dari tubuh orang lain atau tubuh sendiri dalam rangka 
pengobatan untuk menggantikan organ dan atau jaringan tubuh 
yang tidak berfungsi dengan baik. 

6. Implan adalah bahan berupa obat dan atau alat kesehatan yang 
ditanamkan ke dalam jaringan tubuh untuk tujuan pemeliharaan 
kesehatan, pencegahan dan penyembuhan penyakit, pemulihan 
kesehatan, dan atau kosmetika. 

7. Pengobatan tradisional adalah pengobatan dan atau perawatan 
dengan cara, obat, dan pengobatnya yang mengacu kepada 
pengalaman dan keterampilan turun temurun, dan diterapkan 
sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. 

8. Kesehatan matra adalah upaya kesehatan yang dilakukan untuk 
meningkatkan kemampuan fisik dan mental guna menyesuaikan 
diri terhadap lingkungan yang berubah secara bermakna baik 
lingkungan darat, udara, angkasa, maupun air. 

9. Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan 
kosmetika. 

10. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa 
bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian 
(galenik) atau campuran dari bahan tersebut yang secara 
turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan 
pengalaman. 

11. Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, implan yang 
tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, 
mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, 
merawat orang sakit serta memulihkan kesehatan pada manusia 
dan atau untuk membentuk struktur dan memperbaiki fungsi 
tubuh. 

12. Zat aktif adalah bahan yang penggunaannya dapat menimbulkan 
kctergantungan psikis. 

13. Pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian 
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mutu sediaan farmasi, pengamanan pengadaan, penyimpanan 
dan distribusi obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep 
doktcr, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, 
bahan obat, dan obat tradisional. 

14. Perbekalan kesehatan adalah semua bahan dan peralatan yang 
diperlukan untuk menyclenggarakan upaya kesehatan. 

15. Jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat adalah suatu cara 
penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan yang paripurna 
berdasarkan asas usaha bersama dan kekeluargaan, yang 
berkesinambungan dan dengan mutu yang terjamin serta 
pembiayaan yang dilaksanakan secara praupaya. 

 
BAB II 

ASAS DAN TUJUAN 
 

Pasal 2 
 

Pembangunan kesehatan diselenggarakan berasaskan perikemanusiaan 
yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, manfaat, usaha bersama 
dan kekeluargaan, adil dan merata, perikehidupan dalam 
keseimbangan, serta kepercayaan akan kemampuan dan kckuatan 
sendiri. 

 
Pasal 3 

 
Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, 
kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar 
terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. 
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BAB III 
HAK DAN KEWAJIBAN 

 
Pasal 4 

 
Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat 
keschatan yang optimal. 

 
Pasal 5 

 
Setiap orang berkewajiban untuk ikut serta dalam memelihara dan 
meningkatkan derajat kesehatan perseorangan, keluarga, dan 
lingkungannya. 

 
BAB IV 

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB 
 

Pasal  6 
 

Pemerintah bertugas mengatur, membina, dan mengawasi 
penyelenggaraan upaya keschatan. 

 
Pasal 7 

 
Pemerintah bertugas menyelenggarakan upaya kesehatan yang merata 
dan terjangkau oleh masyarakat. 

 
Pasal 8 

 
Pemerintah bertugas menggerakkan peran serta masyarakat dalam 
penyelenggaraan dan pembiayaan kesehatan, dengan memperhatikan 
fungsi sosial sehingga pelayanan keschatan bagi masyarakat yang 
kurang mampu tetap terjamin. 

 


